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ABSTRAK 

 

 

Ewi Pratiwi, (2018):  Tinjauan Yuridis Mengenai Putusan Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha (KPPU) Terkait Kartel Yamaha dan 

Honda menurut Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat. 

  

Dalam persaingan usaha ada beberapa hal yang termasuk pelanggaran, 

salah satunya adalah kartel yang banyak dilakukan oleh pelaku usaha untuk 

menghilangkan persaingan di antara pelaku usaha dengan cara mempengaruhi 

harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan jasa, untuk 

mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh 

adanya Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang dugaan pelanggaran 

kartel yang dilakukan oleh pelaku usaha Yamaha dan Honda yang telah di putus 

dalam putusan perkara No. 04/KPPU-I/2016.  

Sehubungan dengan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka 

masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan kartel 

Yamaha dan Honda di Indonesia dan bagaimana pertimbangan Majelis KPPU 

dalam memutuskan perkara Nomor 04/KPPU-I/2016 tentang dugaan praktek 

kartel yang dilakukan oleh Yamaha dan Honda. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pelaksanaan kartel Yamaha dan Honda di Indonesia dan 

Pertimbangan majelis komisi dalam Putusan perkara Nomor. 04/KPPU-I/2016. 

 Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu 

penelitian yang pada umumnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

metode dengan mengumpulkan berbagai referensi yang berhubungan dengan 

penelitian. Sumber data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. 

Alat pengumpulan data adalah penelitian kepustakaan, analisa hipotetiko deduktif 

dan induktif. 

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa di dalam putusan KPPU No. 

04/KPPU-I/2016 tentang dugaan pelanggaran kartel Yamaha dan Honda tentang 

kronologi pelaksanaan kartel yang dilakukan oleh Yamaha dan Honda diawali 

dengan adanya pertemuan diantara dua pabrikan asal jepang tersebut diikuti 

dengan adanya pergerakan harga jual motor skuter matik yang saling beriringan, 

diikuti dengan adanya keterangan saksi dan bukti email yang menyakinkan bahwa 

Yamaha dan Honda melakukan perjanjian kartel skuter matik dengan menetapkan 

harga jual yang seharusnya dibandrol dengan harga Rp7-8 juta, namun Yamaha 

dan Honda sengaja menjual dengan harga Rp15jutaan per unit demi mendapatkan 

keuntungan yang sebesar-besarnya. 

 


